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Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan judul : “Analisis Pemberdayaan 
Ekonomi Masyarakat Melalui Program Kawasan Home Industri 
Unggulan Di Kota Palopo” di bawah bimbingan Prof. Dr. H. Andi Gau 
Kadir, MA dan Dr. Hj. Nurlinah, M.Si 
Penelitian ini dilakukan dengan  tujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  
pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program 
Kawasan Home Industri Unggulan (KHILAN) dan dampaknya terhadap 
ekonomi masyarakat di Kota Palopo. 
Tipe penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah 
tipe penelitian kualitatif. Dengan cara pengumpulan data yaitu melalui 
wawancara, dokumen dan arsip, serta obervasi terhadap objek penelitian. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara 
mengklasifikasi atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema 
sesuai fokus penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi 
masyarakat melalui program KHILAN, dilaksanakan dari menghimpun 
masyarakat, kemudian memberikan pelatihan, dan diberdayakan untuk 
menyiapkan bahan baku setengah jadi bagi Perusahaan Daerah Kota 
Palopo. Dampaknya terhadap ekonomi masyarakat khususnya para 
pelaku atau kelompok KHILAN dapat membantu memenuhi kebutuhan 
















Andi Kesumawardani Alwi Paluseri, Number of the E 121 13 019, 
Program Study Government Science, Department of Political Science and 
Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, University 
of Hasanuddin, Making Essay entitled: "Analysis Of Economic 
Empowerment Society Program Area Home Industry Leading In Kota 
Palopo" under the guidance of Prof. Dr. H. A. Gau Kadir, MA and Dr. Hj. 
Nurlinah, M.Si. 
This research was conducted in order to determine how the 
implementation of economic empowerment through Home Region Leading 
Industry (KHILAN) and economic impact on society in Palopo.  
The type of research used to achieve these objectives is the type of 
qualitative research. By way of collecting data through interviews, 
documents and archives, as well as the observation of the research object. 
Analysis of the data used is qualitative analysis by means of classifying or 
categorizing data based on several themes appropriate focus of research.  
The results showed that the economic empowerment through KHILAN 
program, conducted from the collecting society, then provide training, and 
is empowered to set up a semi-finished raw materials for the Company of 
City of Palopo. The impact on local economy, especially the principals or 
groups KHILAN can help meet daily needs, but it also adds to the 

















1.1. Latar Belakang  
Sejak dinyatakan merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia 
banyak mengalami pasang-surut, dan perkembangan jaman menjadi 
tantangan untuk lebih baik. Untuk itu Negara terus berusaha melakukan 
pembangunan untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara 
yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945  (alinea ke 
IV) yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Serta cita-cita 
Negara berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 yaitu 
setiap warga Negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-
baiknya. 
Namun permasalahan senantiasa hadir di tengah masyarakat 
Indonesia, salah satunya permasalahan sosial yaitu kemiskinan. Akan 
tetapi permasalahan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga 
terjadi di Negara-negara berkembang lainnya. Kemiskinan sendiri adalah 
keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan 
dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan 
kesehatan1. 





Pemerintah sendiri telah melakukan penanggulangan kemiskinan 
sejak tahun 1998 sampai saat ini. Salah satu upaya yang dilakukan 
yaitumembuat strategi dan program yang bertujuan untuk menanggulangi 
kemiskinan tersebut. Salah satunya adalah melalui Tim Nasional 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)2 dimana ada  empat 
strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan 
penanggulangan kemiskinan, yaitu: 
1. Menyempurnakan program perlindungan sosial 
2. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar 
3. Pemberdayaan masyarakat, dan 
4. Pembangunan yang inklusif 
Terkait dengan strategi tersebut diatas, Pemerintah telah 
menetapkan instrumen penanggulangan kemiskinan yang dibagi 
berdasarkan tiga klaster, masing-masing antara lain sebagai berikut: 
 Klaster I - Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. 
Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis 
bantuan dan perlindungan sosial bertujuan untuk melakukan 
pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta 
                                                          
2
 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan  (TNP2K) adalah lembaga yang dibentuk 
sebagai koordinasi lintas sector dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat yang diketuai 
Wakil Presiden Republik Indonesia, yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kegiatan 
percepatan penanggulangan kemiskinan. Dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 15 
Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Presiden Nomor 
96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 
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perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan 
hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan 
masyarakat miskin untuk kehidupan lebih baik, seperti 
pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan 
pendidikan. 
 Klaster II – Program penanggulangan kemiskinan berbasis 
pemberdayaan masyarakat. 
Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan 
memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin 
karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh 
aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga 
karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki 
kualitas hidup masyarakat miskin. Pendekatan pemberdayaan 
dimaksudkan agar masyarakat miskin dapat keluar dari 
kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang 
dimilikinya. 
Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis 
pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah tahap lanjut 
dalam proses penanggulangan kemiskinan. Pada tahap ini, 
masyarakat miskin mulai menyadari kemampuan dan potensi 
yang dimilikinya untuk keluar dari kemiskinan. Pendekatan 
pemberdayaan sebagai instrumen dari program ini dimaksudkan 
tidak hanya melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskin 
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tentang potensi dan sumberdaya yang dimiliki, akan tetapi juga 
mendorong masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam skala 
yang lebih luas terutama dalam proses pembangunan di daerah. 
 Klaster III – Penanggulangan kemiskinan berbasis 
pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. 
Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 
usaha mikro dan kecil adalah program yang bertujuan untuk 
memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha 
berskala mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan adalah 
memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin 
untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya.3 
Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana ditunjukkan pada 
instrument klaster di atas menunjukkan bahwa upaya penanggulangan 
kemiskinan perlu bertumpu kepada upaya memberdayakan masyarakat. 
Secara konseptual, menurut Edi Suharto (2005) bahwa pemberdayaan 
atau pemberkuasaan (empowerment, berasal dari kata “Power” 
(kekuasaan atau keberdayaan), pemberdayaan menunjuk pada 
kemampuan orang, khususnya selompok rentan dan lemah, sehingga 
mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan 
dasarnya, memiliki kebebasan, dan menjangkau sumber-sumber produktif 
yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya serta 





memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan4. Jadi 
memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan agar 
masyarakat memiliki daya dan kemampuan untuk terlibat aktif dan pada 
akhirnya dapat menentukan sendiri kehidupannya dengan memanfaatkan 
program-program yang dikelola oleh pemerintah. 
Kota Palopo merupakan kota administratif sejak 1986 dan 
merupakan bagian dari Kabupaten Luwu yang kemudian berubah menjadi 
kota pada tahun 2002 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di 
Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas wilayah 247,52km2 dan jumlah 
penduduk sebanyak 168.894 jiwa (2015)5. Masalah yang ada di kota ini 
yang sama dengan kota lainnya di Indonesia yaitu kemiskinan. Berikut 
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2011 152.573 15 300 10,22 
2012 156.603 14 900 9,47 
2013 160.819 15 500 9,57 
2014 164.903 14 590 8,80 




Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa penduduk miskin dari tahun 
2011-2015 mengalamifluktuasi. Dimana dari tahun 2011 ke tahun 2012 
angka kemiskinan menurunan 0,75% lalu naik pada tahun 2013 sebanyak 
0,10%. Penurunan angka kemiskinan paling tinggi yaitu pada tahun 2013 
ke tahun 2014. Walau menurun pada tahun 2015, namun tidak signifikan. 
Ini juga dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya di 
Kota Palopo. 
Pemerintah daerah sudah mengeluarkan kebijakan untuk 
menanggulangi masalah kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi 
masyarakat, dalam bentuk program Kawasan Home Industri Unggulan 
(KHILAN) Kota Palopo. Program ini juga berdasarkan Visi-Misi Kota 
Palopo 2013-2018 dan termasuk dalam 23 program prioritas. KHILAN 
dilaksanakan pada tahun 2013, dimana masyarakat diberikan pelatihan di 
Lembaga Pengembangan Teknologi Tepat Guna Masyarakat Lokal 
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Indonesia (LPTTG-Malindo) Masamba, Luwu Utara, yang dibiayai oleh 
pemerintah daerah Kota Palopo. Yang diharapkan dapat memunculkan 
wirausahaan baru di Kota Palopo. 
Setelah masyarakat diberikan pelatihan, pemerintah Kota Palopo 
membentuk sebuah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk 
pengelolaan mesin makanan dengan merek lokal Zaro Snack, yang 
bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha yang dilakukan 
oleh masyarakat7. Karena program ini sebagai program inovasi yang 
dipersembahkan untuk warga masyarakat Kota Palopo maka dalam ajang 
Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) Award 2016 program ini mendapat 
apresiasi, bersama dengan satu program lainnya dalam bidang kesehatan 
yaitu UPTD Jemput-Antar (JA)8. 
 
Berdasarkan penjelasan di atas dan memperhatikan fenomena yang 
terjadi bahwa dalam menanggulangi kemiskinan perlu bertumpu pada 
upaya memberdayakan masyarakat dengan begitu masyarakat 
mempunyai kekuatan atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-harinya. Hal tersebut kemudian dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
Kota Palopo dengan mengeluarkan kebijakan pemberdayaan ekonomi 
masyarakat dalam  bentuk program KHILAN.  
Inilah yang mendasari penulis melakukan penelitian, bagaimana 
sebenarnya pelaksanaan dan pengaruh dari program KHILAN terhadap 







ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang langsung bersentuhan 
langsung dengan program tersebut, dengan judul penelitian “Analilis 
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  Melaui Program Kawasan Home 
Industri Unggulan (KHILAN) Di Kota Palopo”. 
1.2. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan 
masalah  yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu : 
1. Bagaimanakah pelaksanaan program KHILAN di Kota Palopo ? 
2. Bagaimanakah dampak program KHILAN terhadap ekonomi 
masyarakat di Kota Palopo ? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program KHILAN di 
Kota Palopo. 
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak program KHILAN 
terhadap ekonomi masyarakat di Kota Palopo. 
1.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat Penelitian yang diharapkan dalam pelaksanaan penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat teoritis, sebagai sumbangan dalam ilmu pengetahuan, 
khususnya dalam kajian Ilmu Pemerintahan. 
2. Manfaat praktis, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar 
sarjana ilmu pemerintahan dan hasil dari penelitian ini 
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diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi 
lembaga pemerintahan daerah Kota Palopo dalam pelaksanaan 
kebijakan pemberdayaan ekonomi dalam pengentasan 
kemiskinan. 
3. Manfaat metodologis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi 





















Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang beberapa teori yang 
akan menjadi landasan konsep dalam penelitian ini, landasan konsep 
tersebut sebagai alat dalam menganalisis permasalahan yang diangkat. 
2.1. Landasan Teori 
2.1.1 Kebijakan Publik 
Kebijakan dalam pemerintahan menjadi tugas wajib yang mesti 
dilaksanakan dengan baik, hal ini mengingat negeri Kita yang mesti ditata 
dengan baik agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki 
taraf hidup masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang sering diberlakukan 
oleh pemerintah bertujuan untuk membangun negeri ini dengan sebaik-
baiknya. Ada yang tepat sasaran ada pula yang mesti ditinjau kembali 
untuk pelaksanaannya. 
Kebijakan itu sendiri memiliki defenisi, (1) kepandaian, kemahiran, 
kebijaksanaan (2) rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar 
dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, 
dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); 
pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman 
untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran;9. Menurut Thoha 
(2006)10, dalam arti luas kebijakan mempunyai dua aspek pokok yaitu : 








a. Kebijakan merupakan praktika sosial, bukan event yang tunggal 
atau terisolir. Kebijakan yang dihasilkan pemerintah berasal dari 
segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk 
kepentingan masyarakat. Praktika sosial merupakan persoalan 
atau problema masyarakat, problema ini kemudian dijadikan isu. 
Isu inilah yang selanjutnya dapat menjadi kebijakan. Oleh karea 
itu, kebijakan tumbuh dari suatu peristiwa yang benar-benar 
terjadi dalam suatu praktika dari masyarakat. 
b. Kebijakan adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan untuk 
mendamaikan “claim” dari pihak-pihak yang konflik, atau untuk 
menciptakan “intencive” bagi tindakan bersama bagi pihak-pihak 
yang ikut  menetapkan tujuan tetapi mendapatkan perlakuan 
yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut. Dengan 
demikian jika ada pihak-pihak yang konflik, usaha untuk 
mengatasinya antara lain melalui pengambilan kebijakan. 
Dari dua aspek pokok ini maka kebijakan dapat berbentuk suatu 
usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat dan 
merupakan suatu cara untuk mengatasi konflik dan menimbulkan 
“intencive”.  
Menurut Anderson (1979) kebijakan adalah serangkaian tindakan 
yang mempunyai tujuan tertentu, yang diikuti dan dilaksanakan oleh 
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seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu 
masalah tertentu11. 
Istilah publik dalam kata kebijakan publik mengandung tiga konotasi 
yaitu pmerintah, masyarakat, dan umum. Hal tersebut dilihat dalam 
dimensi subyek ; kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah, yang 
merupakan kebijakan resmi yang mempunyai kewenangan yang dapat 
memaksa masyarakat untuk mematuhinya. Dalam dimensi obyek; 
kebijakan publik merupakan problema atau kepentingan masyarakat. 
Dalam dimensi lingkungan; kebijakan adalah masyarakat12. Berikut 
pengertian kebijakan publik menurut beberapa ahli : 
 Wilson (2006) merumuskan Kebijakan Publik sebagai berikut, 
Tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan pemerintah 
mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang 
telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk 
diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasanyang diberikan 
oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak 
terjadi). 13 
 W.I. Jenkins (1978)adalah serangkaian keputusan yang saling 
berkaitan yang diambil oleh aktor politik atau sekelompok 
aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta 
cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-
keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-
batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut14. 
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 Anderson.Ibid. Halm 2 
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 Irawan Suntoro dan Hasan Hariri. 2015.Kebijakan Publik. Yogyakarta.Graha Ilmu. Halm. 3 
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 Wilson dalam Abdul Wahab, Solichin.2016.Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan 
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 Lemieux (1995) Produk aktivitas-aktivitas yang dimaksuskan 
untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di 
lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor  politik 
yang hubungannya terstruktur, keseluruhan proses aktivitas 
itu berlangsung sepanjang waktu15. 
Memahami dari pendapat ini, dapat Kita simpulkan bahwa, kebijakan 
publik adalah pengambilan keputusan tentang apa yang ingin dilakuan 
oleh pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakat dan apa yang tidak 
dilakukan untuk tetap menjaga kesejahteraan dalam masyarakat. 
Pengambilan kebijakan publik oleh pemerintah haruslah dicermati 
dengan matang, guna menerapkan kebijakan yang bisa memberikan 
dampak positif yang kelak bisa memberikan kemudahan kepada 
masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan kebijakan publik merupakan 
instrumen pencapaian tujuan pemerintah. Mengapa demikian, kerena 
dengan pengambilan kebijakan yang baik dan tepat sasaran akan 
memberikan dampak yang positif kepada masyarakat dan pemerintah itu 
sendiri. Ketika kebijakan itu berhasil diterapkan maka tujuan 
pensejahteraan oleh pemerintah tercapai. 
2.1.2.  Implementasi Kebijakan Publik 
Pelaksanaan kebijakan publik oleh pemerintah itu sendiri haruslah 
dilakukan dengan cermat. Untuk mencapainya pun harus dengan 
melakukan sejumlah penelitian tentang kondisi masyarakat yang akan 
mendapatkan penerapan tersebut. Impelementasi sendiri berarti 





pelaksanaan, penerapan16. Untuk itu, dalam proses pelaksanaan haruslah 
melibatkan masyarakat dalam hal ini mengikutsertakan masyarakat dalam 
kebijakan, bukan hanya langsung melakukan penerapan tetapi lebih 
kepada mengenali kondisi masyarakat apakah kebijakan tersebut nantinya 
akan benar-benar berguna dalam penerapannya. 
Kamus Webster merumuskan bahwa istilah to implement 
(mengimplementasikan) itu berarti to provide the means for carrying  
out(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); to give practical 
effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)17. Menurut Van 
Meter dan Van Horn (1975) implementasi kebijakan adalah tindakan-
tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau 
kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya 
tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”18.  
Kemudian Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) menjelaskan 
makna implementasi dengan mengatakan bahwa implementasi kebijakan 
memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program 
dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian 
implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan 
yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik 
yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya 




 Webster dalam Abdul Wahab, Solichin.2016.Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan 
Model-Model Implmenetasi Kebijakan Publik.Jakarta.PT. Bumi Aksara. Halm. 135 
18
  Van Meter dan Van Hom (1975).Ibid.Halm. 135 
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maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau 
kejadian-kejadian”19. 
 
Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi 
kebijakan publik adalah pelaksanaan, kegiatan atau tindakan yang 
dilakukan oleh pemerintah dengan menyediakan hal-hal yang dibutuhkan 
seperti sarana untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, 
yang pada akhirnya berdampak kepada masyarakat.  
Terkait konsep atau definisi implementasi kebijakan, Linebery (1978) 
mengatakan bahwa proses implementasi setidaknya memiliki elemen-
elemen sebagai berikut : 
1. Pembentukan unit organisasi baru dan pelaksana 
2. Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana 
(standard operating procedures /SOP) 
3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok 
sasaran, pembagian tugas di dalam dan diantara dinas-dinas 
dan badan pelaksana 
4. Pengalokasian sumber-sumber untuk mecapai tujuan20 
Dengan ini, dalam mengimplementasikan kebijakan untuk mencapai 
tujuan maka perlu adanya koordinasi yang baik di dalam organisasi baik 
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 Linebery.1978. dalam Arfan. 2008. Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
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dalam pembagian tugas maupun pemenuhan sumberdaya-sumberdaya 
yang dibutuhkan sesuai dengan SOP yang berlaku. 
Kemudian perlu disadari bahwa dalam melaksanakan implementasi 
kebijakan tidak selalu berjalan mulus banyak faktor yang dapat 
mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Menurut 
Grindle (1980) untuk pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan 
dapat dilihat dari 2 hal yakni antara lain : 
1. Isi kebijakan (content of policy) yang mencakup sejauh mana 
kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan, jenis 
manfaat yang diterima oleh target groups, sejauh mana 
perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak 
sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah 
menyebutkan implementatornya dengan rinci, dan apakah 
sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai 
2. Lingkungan kebijakan yang mencakup seberapa besar 
kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para 
aktor yang terlibat, karakteristik institusi dan rezim yang sedang 
berkuasa, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok 
sasaran.21 
Keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses 
pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan 
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yang ingin dicapai. Pengukuran implementasi kebijakan tersebut dapat 
dilihat dari dua hal, yaitu : 
1) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah 
pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) 
dengan merujuk pada aksi kebijakannya. 
2) Apakah tujuan kebijakan tercapai 
Dari penjelasan tersebut, maka dalam mengimplementasikan 
kebijakan, isi kebijakan harus jelas dan mampu melihat situasi lingkungan 
kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat 
mempengaruhi proses implementasinya serta faktor pendukung yang 
dibutuhkan dalam pencapaian tujuan. 
2.1.3.  Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 
Pemberdayaan berasal dari kata empowerment dan 
memberdayakan  adalah empower. Menurut Merriam Webster dan Oxford 
English Dictonary, kata empower mengandung dua pengertian yaitu: 
pertama, to give power / authority to yaitu memberi kekuasaan, 
mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; yang 
kedua to give to / enable yaitu usaha untuk member kemampuan atau 
keperdayaan22. Dengan artian yaitu memberikan atau mengalihkan 
kekuasaan kepada masyarakat agar memiliki kemandirian dalam 
pengambilan keputusan dalam membangun diri dan lingkungan dengan 
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melalui pelaksanaan berbagai kebijakan atau program pembangunan 
yang dapat memberikan kemampuan kepada masyarakat. 
Menurut Ginanjar (1996) pemberdayaan yaitu suatu upaya untuk 
membangun daya dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan 
kesadaran akan potensi yang akan dimilikinya serta berupaya untuk 
mengembangkan dengan memperkuat potensi yang dimiliki oleh 
masyarakat23. Tujuan dari pemberdayaan sendiri menunjuk pada keadaan 
atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosioal yaitu 
masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan 
kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, 
ekonomi, maupun sosial seperti kepercayaan diri, mampu menyampaikan 
aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan 
sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.24 
Kemudian istilah “ekonomi” berasal dari bahasa Yunani yaitu “oikos” 
dana “nomos”. Artinya tata kelola rumah tangga; tata kelola itu diperlukan 
supaya kesejahteraan hidup rumah tangga bisa tercapai. Disini istilah 
“ekonomi” merujuk pada proses atau usaha pengadaan barang dan jasa 
untuk kebutuhan rumah tangga25. 
Dari penjelasan diatas maka pemberdayaan ekonomi masyarakat 
adalah upaya membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi, 
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dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki. 
Mengidentifikasi kebutuhan, menggali dan memanfaatkan sumberdaya 
yang ada agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan mencapai 
kesejahteraan hidup. Atau pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah 
penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan 
distribusi dan pemasaran, peguatan masyarakat untuk mendapat 
upah/gaji yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh 
informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara 
multi aspek, baik aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek 
kebijakannya. 
Sumodiningrat (1999) mengemukakan konsep pemberdayaan 
ekonomi sebagai berikut : 
1. Perekonomian rakyat adalah pereknomian yang diselenggarakan 
oleh rakyat. Perekonomian yang deselenggarakan oleh rakyat  
adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada 
potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk 
menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian 
rakyat adalah semua warga negara. 
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan 
ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi 
dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala 
pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka 
20 
 
pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui 
perubahan struktural. 
3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari 
ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke 
ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari 
ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses 
perubahan struktur, meliputi: (1) pengalokasian sumber 
pemberdayaan sumberdaya; (2) penguatan kelembagaan; (3) 
penguasaan teknologi; dan (4) pemberdayaan sumberdaya 
manusia.  
4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan 
peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha 
yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai 
stimulan, tetapi harus dijamin  adanya kerjasama dan kemitraan 
yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan 
belum berkembang. 
5. Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah: (1) 
pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset 
produksi (khususnya modal); (2) memperkuat posisi transaksi 
dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi 
rakyat bukan sekadar  price taker;   (3) pelayanan pendidikan 
dan kesehatan; (4) penguatan industri kecil; (5) mendorong 
munculnya wirausaha baru; dan  (6) pemerataan spasial. 
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6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: (1) peningkatan 
akses bantuan modal usaha; (2) peningkatan akses 
pengembangan SDM; dan (3) peningkatan akses ke sarana dan 
prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi 
masyarakat lokal.26 
Jadi, dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat diperlukan yaitu 
bantuan modal dan penyediaan sarana dan prasarana. 
2.2.  Kerangka Konseptual 
Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat 
secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi 
dan pendapatan yang lebih besar.  
Ekonomi masyarakat adalah segala kegoatan ekonomi dan upaya 
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu sandang, 
pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Dengan demikian dapat 
dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu 
upaya untuk meningkatan kemampuan atau potensi masyarakat dalam 
kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan 
kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proes pembangunan 
nasional. 
Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan 
yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah 
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memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan 
dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. 
Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola 
dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta. 
Pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi salah satu kebijakan 
yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Palopo melalui program KHILAN. 
Program ini bertujuan untuk menciptakan wirausaha baru dengan 
memberikan pelatihan kepada masyarakat. Program ini juga menjadi 
program yang pro rakyat dan salah satu perwujudan dari janji Walikota 
dan Wakil Walikota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana pelaksanaan pemeberdayaan ekonomi masyarakat dan 




































Nota Kesepakatan Bersama Antara 
pemerintah kota Palopo dengan 
lembaga pengembangan teknologi 
tepat guna malindo (LPTTG-Malindo) 





 METODE PENELITIAN 
 
3.1.  Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan di lakukan di Kota Palopo dengan objek penelitian 
dan apa yang akan menjadi nara sumber ialah orang yang dianggap 
berkompeten dan memahami akan permasalahan yang penulis angkat 
yaitu tentang program pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu KHILAN 
antara lain sebagai berikut : 
1. Kantor Walikota Palopo 
2. Kantor Dinas Perindustrian Kota Palopo 
3. Kantor Perusahaan Daerah Kota Palopo 
4. Tempat Kelompok KHILAN 
3.2. Tipe Penelitian 
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif yakni suatu 
penelitian yang bertujuan memberikan gambaran atau penjelasan tentang 
pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat  yaitu KHILAN 
dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat di Kota Palopo. 
Metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian Ilmu-Ilmu 
Sosial yang mengumpulkan dan menganalisa data berupa kata-kata (lisan 
maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak 
berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah 
diperoleh dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Namun 
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menggunakan metode ini perlu mengumpulkan dan menganalisis angka-
angka jika diperlukan tetapi, angka-angka tersebut tidaklah data utama 
dalam penelitian27.  
3.3. Teknik Pengumpulan Data 
Usaha yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang 
berhubungan dengan penelitian baik berupa fakta, data dan informan 
yang sifatnya valid (sebenarnya), reliable (dapat dipercaya), dan objektif 
(sesuai dengan kenyataan). 
Dengan rangka pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data antara lain sebagai berikut : 
1. Observasi 
Pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang 
harus dikumpulkan dalam penelitian. Observasi yang penulis 
lakukan adalah untuk studi pendahuluan dengan mengamati 
pelaksanaan dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat. 
2. Wawancara 
Hal ini berbeda dengan percakapan sehari-hari. Wawancara 
(interview) dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang data 
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tersebut berasal dari jawaban-jawaban responden yang dicatat 
atau direkam oleh pewawancara28. 
Sebagai penulis, pewawancara harus memahami apa tujuan dia 
melakukan wawancara dengan informan, sehingga 
pewawancara terikat pada tujuan-tujuan atau maksud melakukan 
wawancara dan pada akhirnya data yang dicari dapat terpenuhi. 
Menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data 
memiliki banyak manfaat yaitu sebagai berikut: 
a. Wawancara dapat dilaksanakan kepada setiap individu tanpa 
dibatasi oleh faktor usia maupun kemampuan membaca. 
b. Data yang diperoleh dapat langsung diketahui 
objektivitasnya karena dilaksanakan secara tatap muka. 
c. Wawancara dapat dilaksanakan langsung kepada responden 
yang diduga sebagai sumber data (dibandingkan dengan 
angket yang mepunyai kemungkinan diisi oleh orang lain). 
d. Wawancara dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk 
memperbaiki hasil yang diperoleh baik melalui observasi 
terhadap obyek manusia maupun bukan manusia, juga hasil 
yang diperoleh melalui angket. 
e. Pelaksanaan wawancara dapat lebih fleksibel dan dinamis 
karena dilaksanakan dengan hubungan langsung, sehingga 
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memungkinkan diberikannya penjelasan kepada responden 
bila suatu pertanyaan kurang dapat dimengerti29. 
Melihat manfaat wawancara di atas, maka dapat dikatakan 
bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data 
yang tepat buat penelitian sosial, khususnya penelitian ini. 
3. Dokumen dan Arsip 
Pada penelitian ini juga melakukan telaah pustaka, dimana 
peneliti mengumpulkan data dari buku dan jurnal. Metode 
documenter ini merupakan metode pengumpulan data yang 
berasal dari sumber non-manusia. Dokumen berguna karena 
dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai 
pokok penelitian. Dokumen dan arsip mengenai berbagai hal 
yang berkaitan dengan fokus penelitian yang merupakan salah 
satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. 
Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar/foto, 
atau film audio/visual, data statistik, laporan penelitian 
sebelumnya maupun tulisan-tulisan ilmiah. 
Dokumen yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
merupakan pelengkap data dari wawancara. Dimana hasil 
penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel 
atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi 
kehidupan dimasa kecil, di sekolah, tempat kerja, di masyarakat, 
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dan autobiografi. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel 
apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan 
seni yang telah ada.30 
3.4.   Informan Penelitian 
Informan adalah orang yang betul-betul paham atau pelaku yang 
terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam 
penelitian ini dipilih karena banyak mengetahu dan terlibat langsung. 
Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan carapurpisove 
sampling, yaitu teknik penarikan sampel secara subjektif dengan maksud 
dan tujuan tertentu, yang mana informan yang dipilih tersebut memiliki 
informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan. 
Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri atas : 
a. Walikota Kota Palopo 
b. Kepala Dinas Perindustrian Kota Palopo. 
c. Direktur Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Palopo 
d. Masyarakat (Kelompok KHILAN) 
 Ketua Kelompok Kecamatan Wara Utara 
 Ketua Kelompok Kecamatan Wara Barat 
 Ketua Kelompok Kecamatan Wara Selatan 
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3.5.   Analisis Data 
Data yang telah terkumpul melalui observasi dan wawancara 
langsung dalam penelitian ini selanjutnya dianalisa secara kualitatif, 
yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian 
dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis, pengolahan data dalam 
penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasi atau 
mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus 
penelian. 
Data yang diperoleh dari proses pengumpulan data merupakan 
data yang mentah. Data tersebut tidak akan berguna apabila tidak 
dianalisis untuk memberi arti atau makna pada data tersebut guna 
dalam memecahkan masalah penelitian31.Proses mencari dan 
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 
wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara 
mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam 
unit-unit, melakukan sinetesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 
yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga 
mudah dipahami oleh diri sendiri maupun  oleh orang lain.32 
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3.6. Definisi Operasional 
Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan 
dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan 
penelitian perlu disusun definisi operasional yang dapat dijadikan sebagai 
acuan dalam penelitian ini  antara lain : 
a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah suatu strategi dalam 
menanggulangi kemiskinan dengan memberikan keterampilan 
atau keahlian agar masyarakat mampu untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-harinya dengan memanfaatkan hal tersebut, 
serta adanya bantuan modal dan penyediaan sarana dan 
prasarana penunjang. 
b. Kawasan Home Industri Unggulan (KHILAN) Kota Palopo adalah 
program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo 
dalam hal memberdayakan ekonomi masyarakat untuk 
mengatasi kemiskinan. Kata Kawasan disini tidak memiliki arti 
khusus hanya menunjukkan Kota Palopo itu sendiri. 
c. Perusahaan Daerah (Perusda) adalah Unit Pelaksana Teknis 
Daerah (UPTD) yang dibangun untuk pengelolaan mesin 
makanan yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan 
usaha masyarakat. 
d. Dinas Perindustrian merupakan pecahan dari Dinas Koperasi 
Usaha Mikro Kecil dan Mengah, Perindustrian dan Perdagangan 




HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Kota Palopo 
4.1.1. Sejarah Terbentuknya Kota Palopo 
Kota Palopo, dahulu disebut Kota Administratip (Kotip ) Palopo, 
merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan 
Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor Tahun 42 Tahun 1986. Seiring 
dengan perkembangan zaman, dikeluarkan Undang-Undang No. 22 
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 129 Tahun 2000 
tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, 
Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, telah membuka peluang bagi 
Kota Administratif di Seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah 
persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah 
otonom. 
Ide peningkatan status Kotip Palopo menjadi daerah otonom , 
bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan 
status kala itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan 
peningkatan status Kotip Palopo menjadi Daerah Otonom Kota Palopo 
dari beberapa unsur kelembagaan penguat seperti : 
1. Surat Bupati Luwu No. 135/09/TAPEM Tanggal 9 Januari 2001, 




2. Keputusan DPRD Kabupaten Luwu No. 55 Tahun 2000 Tanggal 7 
September 2000, tentang Persetujuan Pemekaran/Peningkatan 
Status Kotip Palopo menjadi Kota Otonomi. 
3. Surat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan No. 135/922/OTODA 
tanggal 30 Maret 2001 Tentang Usul Pembentukan Kotip Palopo 
menjadi Kota Palopo. 
4. Keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan No. 41/III/2001 
tanggal 29 Maret 2001 Tentang Persetujuan Pembentukan Kotip 
Palopo menjadi Kota Palopo; Hasil Seminar Kota Administratip 
Palopo Menjadi Kota Palopo; Surat dan dukungan Organisasi 
Masyarakat, Oraganisasi Politik, Organisasi Pemuda, Organisasi 
Wanita dan Organisasi Profesi; Pula di barengi oleh Aksi Bersama 
LSM Kabupaten Luwu memperjuangkan Kotip Palopo menjadi Kota 
Palopo, kemudian dilanjutkan oleh Forum Peduli Kota. 
Akhirnya, setelah Pemerintah Pusat melalui Departemen Dalam 
Negeri (Depdagri) meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi 
potensi, kondisi wilayah dan letak geografis Kotip Palopo yang berada 
pada Jalur Trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa 
perdagangan terhadap beberapa kabupaten yang  meliputi Kabupaten 
Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja dan Kabupaten Wajo serta 
didukung  dengan sarana dan prasarana yang memadai, Kotip Palopo 
kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kota Palopo. 
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Tanggal 2 Juli 2002, merupakan salah satu tonggak sejarah 
perjuangan pembangunan Kota Palopo, dengan di tanda tanganinya 
prasasti pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia , berdasarkan Undang-Undang No. 11 
Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan 
Kabupaten Mamasa Provinsii Sulawesi Selatan , yang akhirnya menjadi 
sebuah Daerah Otonom, dengan bentuk dan model pemerintahan serta 
letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten 
Luwu. Diawal terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo hanya 
memiliki 4 Wilayah Kecamatan yang meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa. 
Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam 
segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan pelayanan 
pemerintahan kepada masyarakat , maka pada tahun 2006 wilayah 
kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan 
dan 48 Kelurahan. 
Kota Palopo dipimpin pertama kali oleh Bapak Drs. H.P.A. 
Tenriadjeng, Msi, yang di beri amanah sebagai penjabat Walikota 
(Caretaker) kala itu, mengawali pembangunan Kota Palopo selama kurun 
waktu satu tahun , hingga kemudian dipilih sebagai Walikota defenitif oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo untuk memimpin Kota 
Palopo Periode 2003-2008, yang sekaligus mencatatkan dirinya selaku 




4.1.2. Kondisi Geografis Wilayah 
a. Letak Geografis 
Kota Palopo terletak antara 2° 53´15´´ - 3° 04´08´´ Lintang 
Selatan dan 120°03´10´´ - 120°14´34´´ Bujur Timur. Luas wilayah 
Kota Palopo sekitar 247,52 km2 atau sama dengan 0,39% dari 
luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.  
Wilayah Kota Palopo sebagian besar merupakan dataran 
rendah dengan keberadaannya di wilayah pesisir pantai sekitar 
62,85% dari total luas daerah Kota Palopo, menunjukkan bahwa 
yang merupakan daerah dengan ketinggian 0 - 500 mdpl, sekitar 
24,76% terletak pada ketinggian 501 – 1000 mdpl dan 
selebihnya sekitar 12,39% yang terletak diatas ketinggian lebih 
dari 1000 mdpl. Kedudukan geografis Kota Palopo berada pada 
posisi strategis sebagai titik simpul jalur transportasi darat dan 
laut poros Trans Sulawesi. Pada posisi ini Kota Palopo menjadi 
jalur distribusi barang jalur darat dari Makassar dan Pare-Pare 
menuju Propinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Luwu Utara, Luwu 
Timur, sedangkan pada jalur transportasi laut Kota Palopo sudah 
menjadi salah satu pelabuhan laut menuju kota-kota di wilayah 
Propinsi Sulawesi Tenggara. 
Kedudukan geografis Kota Palopo sebagai wilayah yang 
berada di pesisir Teluk Bone dimana sebagian besar kebutuhan 
air bersih didukung dengan keberadaan hutan yang sebagian 
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besar berada di wilayah Kabupaten Luwu dan Tana Toraja. 
Kondisi alam pada wilayah hulu khususnya perbatasan dengan 
Kabupaten Luwu, Tana Toraja sangat berpengaruh pada kondisi 
di Kota Palopo. 
Batas batas administrasi Kota Palopo sebagai berikut : 
Sebelah Utara  : Kabupaten Luwu 
Sebelah Selatan  : Kabupaten Luwu 
Sebelah Timur  : Teluk Bone 
Sebelah Barat  : Kabupaten Tana Toraja 
Kota Palopo terbagi dalam9 kecamatan dan 48Kelurahan. 















Tabel. 4.1 Jumlah Kecematan, Kelurahan dan Luas Wilayah di Kota Palopo 
Tahun 2015 
No Kecamatan Kelurahan Luas 
Wilayah 
(km²) 
Persentase Terhadap Luas 
    Kecamatan Kota 
1 Wara Selatan Sampoddo 2,90 27,20 1,17 
  Songka 2,84 26,64 1,15 
  Takkalala 2,75 25,80 1,11 
  Binturu 2,17 20,36 0,88 
2 Sendana Purangi 5,41 14,59 2,19 
  Mawa 12,12 32,68 4,90 
  Peta 14,76 39,80 5,96 
  Sendana 4,80 12,94 1,94 
3 Wara Amasangan 1,28 11,14 0,52 
  Tompotikka 2,00 17,41 0,81 
  Lagaligo 2,00 17,41 0,81 
  Boting 2,26 19,67 0,91 
  Dangerakko 1,97 17,15 0,80 
  Pajalesang 1,98 17,23 0,80 
4 Wara Timur Benteng 2,92 24,17 1,18 
  Surutanga 1,00 28,8 0,40 
  Pontap 2,51 20,78 1,01 
  Salakoe 1,00 8,28 0,40 
  Salotellue 0,90 7,45 0,36 
  Malatunrung 1,92 15,89 0,78 
  Ponjalae 1,83 15,15 0,74 
5 Mungkajang Mungkajang 11,65 21,65 4,71 
  Murante 12,40 23,05 5,01 
  Latuppa 18,33 34,07 7,41 
  Kambo 11,42 21,23 4,61 
6 Wara Utara Sabbamparu 1,90 17,96 0,77 
  Batupasi 2,72 25,71 1,10 
  Salobulo 1,69 15,97 0,68 
  Penggoli 2,11 19,94 0,85 
  Luminda 1,04 9,83 0,42 
  Pate’ne 1,12 10,59 0,45 
7 Bara Rampoang 4,65 19,91 1,88 
  Tammalebba 5,09 21,80 2,06 
  Balandai 5,60 23,80 2,26 
  To’bulung 3,97 17,00 1,60 
  Buntu Batu 4,04 17,30 1,63 
8 Telluwanua Mancani 3,80 11,07 1,54 
  Salubattang 7,23 21,05 2,92 
  Maroangin 4,21 12,26 1,70 
  Jaya 6,12 17,82 2,47 
  Sumarambu 7,75 22,57 3,13 
  BT, Walenrang 2,86 8,33 1,16 
  Pentojangan 2,37 6,90 0,96 
9 Wara Barat Battang 22,62 41,79 9,14 
  Tomarundung 2,60 4,80 1,05 
  Battang Barat 15,26 28,19 6,17 
  Lebang 3,30 6,10 1,33 




Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo 
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Berdasarkan daftar kecamatan yang disajikan, kecamatan yang 
paling luas wilayahnya adalah  Kecamatan Wara Barat dengan luas 54,13 
km2 atau 21,87 persen dari luas wilayah Kota Palopo. Sementara 
kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Wara selatan 
dengan luas 10,66 km2 atau 4,31 persen.  Pembagian wilayah kecamatan 
direpresentasikan dalam gambar berikut. 
 










Tabel 4.2 Tinggi Wilayah Di Atas Permukaan Laut (DPL) 
















Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo 
 
 
Tinggi wilayah di atas permukaan laut (DPL) menurut Kecamatan 
di Kota Palopo Tahun 2015. Kecamatan Mungkajang memiliki tinggi 
wilayah paling tertinggi yaitu 43 DPL sedang yang terendah yakni 
Kecamatan Wara Timur dengan ketinggian 7 DPL.  
b. Iklim 
Pada umumnya, Kota Palopo mempunyai iklim tropis basah yang 
sama seperti keadaan di Kabupaten Luwu  atau di Provinsi Sulawesi 
Selatan pada umumnya, dengan temparatur udara berkisar antara 
rata-rata 25,5 – 27,9 derajat celcius, kelembaban udara bervariasi 
antara 78,8% - 85% tergantung dari lamanya penyinaran matahari 
yang bervariasi antara 5,2 – 8,5 jam/hari. 
Kecamatan Ibu kota Kecamatan Tinggi 
   
Wara Selatan Songka 16 
Sendana Sendana 41 
Wara Dangerakko 14 
Wara Timur Malatunrung 7 
Mungkajang Mungkajang 43 
Wara Utara Salobulo 20 
Bara Temmalebba 21 
Telluwanua Maroangin 26 
Wara Barat Tommarundung 17 
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Berdasarkan data curah hujan Kota Palopo dari Badan Meteriologi 
dan Geofisika di pusat pencatatan di wilayah Pelabuhan Tanjung 
Ringgit Kota Palopo, menunjukkan curah hujan untuk daerah dataran 
rendah mempunyai variasi antara 500 – 1000 mm/tahun, sedangkan 
untuk daerah hulu (pegunungan) berkisar antara 1000 – 2000 
mm/tahun.Kondisi hari hujan harian di Kota Palopo tidak menentu 
karena udara dan butir air yang diuapkan dari laut mengumpul 
menjadi awan dan mengenai pegunungan, akhirnya menjadi hujan 
sewaktu-waktu di Kota Palopo. 
Tabel 4.3Rata-Rata Hari Hujan dan Curah Hujan Setiap Bulan 
Di Kota Palopo Tahun 2015 
























Penduduk Kota Palopopada akhir tahun 2015  tercatat sebanyak 
168.894 jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing masing  82.301 
jiwa penduduk laki-laki  dan 86.593 jiwa penduduk perempuan, dengan 
demikian maka Rasio Jenis Kelamin sebesar 95,04 angka ini 
menunjukkan bilamana terdapat 100 penduduk perempuan ada 95-96 
penduduk laki-laki. Dengan pertumbuhan pertahun rata-rata sebesar 2,42 
persen. Dengan luas wilayah 247,52 km maka kepadatan penduduk di 
Kota Palopo yaitu 682 jiwa per Kilometer persegi. Kecamatan dengan 
Kepadatan penduduk tertinggi yaitu kecamatan Wara dengan 3,181 jiwa 
per kilometer persegi. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan 














Tabel 4.4 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut 







Rasio jenis Kelamin 
Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 Wara Selatan 5 235 5 835 11 070 89,72 
2 Sendana 3 139 3 110 6 249 100,93 
3 Wara 17 515 19 034 36 549 92,02 
4 Wara Timur 17 671 18 648 36 319 94,76 
5 Mungkajang 3 702 3 873 7 575 95,58 
6 Wara Utara 10 399 11 210 21 609 92,77 
7  Bara 12 917 13 416 26 333 96,28 
8 Telluwanua 6 447 6 280 12 727 102,66 
9  Wara Barat 5 276 5 187 10 463 101,72 
 Palopo 82 301 86 593 168 894 95,04 




Status pendidikan penduduk Kota Palopo usia 7-24 tahun pada 
tahun 2015 sebanyak 64,782 orang, dari jumlah tersebut ada 395 orang 
diantaranya yang tidak/belum pernah sekolah, 50,147 orang yang 
berstatus sekolah dan yang tidak bersekolah lagi tercatat sebanyak 
14,240. Jika dilihat dari penduduk usia 10 tahun keatas menurut 
pendidikan tertinggi yang di tamatkan dari 135,804 orang terdapat 2,753 
orang yang tidak pernah bersekolah, 20,375 orang yang tidak punya 
ijazah SD, 24,481 orang yang memiliki ijazah setara SLTP, 40743 orang 
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memiliki ijazah setara SMU, 2,738 memiliki ijazah D1/D2/D3 dan 
selebihnya  yaitu 17,348 orang yang memiliki ijazah DIV/S1/S2/S3. Jika 
dilihat dari kemampuan baca tulis maka sebanyak 133,379 orang dapat 
membaca dan menulis dan sisanya sebanyak 2,425 tidak dapat membaca 
menulis. 
Dari sisi jumlah sekolah di tingkat pendidikan dasar, jumlah SD 
Negeri/Swasta yang tersedia di Kota Palopo pada tahun 2015/2016 
berjumlah 75 sekolah, masing-masing 64 SD Negeri dan 11 SD Swasta, 
sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) Negeri/Swasta sebanya 21 unit, 
sedangakan untuk sekoalah lanjutan tingkat atas (SLTA)  Negeri/Swasta 
sebanyak 12 unit dan SMK Negeri/Swasta sebanyak  21 unit sekolah.  
Tabel 4.5Persentase Penduduk Usia 7–12 Tahun Menurut Status 
Pendidikan Dan Jenis Kelamin Di Kota Palopo Tahun 2015 
 
Status Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah Rasio % 
Tidak/Belum 
Pernah Sekolah 
131 - 113 - 0,61 
Masih Sekolah 9243 9154 18,397 100,97 98,98 
Tidak Bersekolah 76 - 76 - 0,41 
Jumlah 9432 9154 18586 103,04 100,00 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 
 Persentase penduduk Usia 7–12tahun menurut status pendidikan 
dan jenis kelamin Dikota Palopo pada tahun 2015 yang tertinggi yakni 
status pendidikan masih sekolah dengan jumlah 18,397 atau 98,98 persen 
sedangkan yang terendah yakni status pendidikan  tidak/belum pernah 
sekolah dengan jumlah 113 atau 0,61 persen. 
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Tabel 4.6Persentase Penduduk Usia 13-15 Tahun Menurut Status 
Pendidikan Dan Jenis Kelamin Di Kota PalopoTahun 2015 
 
Status Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah Rasio % 
Tidak/Belum 
Pernah Sekolah 
4 - 4 - 0,04 
Masih Sekolah 5106 5309 10415 96,18 98,51 
Tidak Bersekolah 100 53 153 188,68 1,45 
Jumlah 5210 5362 10572 97,17 100,00 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 
 Persentase penduduk Usia 13-15 tahun menurut status pendidikan 
dan jenis kelamin Dikota Palopo pada tahun 2015 yang tertinggi yakni 
status pendidikan masih sekolah dengan jumlah 10415 atau 98,51 persen 
sedangkan yang terendah yakni status pendidikan  tidak/belum pernah 
sekolah dengan jumlah 4 atau 0,4 persen. 
Tabel 4.7Persentase Penduduk Usia 16-18 Tahun Menurut Status 
Pendidikan Dan Jenis Kelamin DiKota PalopoTahun 2015 
 
Status Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah Rasio % 
Tidak/Belum 
Pernah Sekolah 
278 - 278 - 2,24 
Masih Sekolah 4625 5538 10163 83,51 18,89 
Tidak Bersekolah 972 998 1970 97,89 81,89 
Jumlah 5875 6536 12411 89,89 100,00 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo  
 Persentase penduduk Usia 16-18 tahun menurut status pendidikan 
dan jenis kelamin Dikota Palopo pada tahun 2015 yang tertinggi yakni 
status pendidikan masih sekolah dengan jumlah 10163 atau 18,89 persen 
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sedangkan yang terendah yakni status pendidikan  tidak/belum pernah 
sekolah dengan jumlah 278 atau 2,24 persen. 
Tabel 4.8Persentase Penduduk Usia 19-24 Tahun Menurut Status 




Laki-Laki Perempuan Jumlah Rasio % 
Tidak/Belum 
Pernah Sekolah 
- - - - - 
Masih Sekolah 4225 6947 11172 60,82 48,13 
Tidak 
Bersekolah 
6520 5521 12041 118,09 51,87 
Jumlah 1 0745 12468 23213 86,18 100,00 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo  
Sedangkan Persentase penduduk Usia 19-24 tahun menurut status 
pendidikan dan jenis kelamin Dikota Palopo pada tahun 2015 yang 
tertinggi yakni status pendidikan masih sekolah dengan jumlah 12.041 
atau 51,87 persen sedangkan yang terendah yakni status pendidikan  
tidak/belum pernah sekolah dengan jumlah 0 atau 0,0 persen. 
b. Kemiskinan 
Jumlah masyarakat miskin dan garis kemiskinan di Kota Palopo 
periode Tahun 2011-2015, dengan memperhatikan serta menyimak  
secara teliti bahwa pergeseran angka garis kemiskinan dan persentase 
jumlah penduduk miskin di Kota Palopo boleh dikatakan hampir tidak 
mengalami perubahan yang cukup berarti. Akan tetapi juga menunjukkan 
perubahan menguntungkan atau sedikit lebih baik karena mengalami 
penurunan sekitar 1,64 persen dari angka 10,22 persen pada tahun 2011 
menurun menjadi 8,58 persen pada tahun 2015.  
45 
 
Tabel 4.9Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Di Kota 








2011 152573 15 300 10,22 
2012 156603 14 900 9,47 
2013 160819 15 500 9,57 
2014 164903 14 590 8,80 
2015 168.894 14.510 8,58 
 Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 
 
Hal ini tentu merupakan indikator yang menunjukkan kerberhasilan 
pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan berbagai program 
pengetasan kemiskinan di wilayah Kota Palopo baik program yang 
menyentuh langsung rumah tangga penerima manfaat maupun program 
percepatan pembangunan infrastruktur daerah.  
Berikut oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palopo lewat data 
dasar PPLS2011, penentuan kategori RTSselanjutnya ditentukan 
langsung oleh TNPUK menghasilkan sekitar 7.119 RTS. Sebagian besar 
dari keluarga yang ada di Kota Palopo masuk dalam kategori keluarga 
sejahtera III sebanyak 12.315 keluarga. Sedangkan untuk keluarga pra 
sejahtera hanya tercatat sebanyak sebanyak 5.583 keluarga. Jika dilihat 
dari perkecamatan, kecamatan Wara Timur merupakan kecamatan 
dengan jumlah terbesar pada kedua kategori keluarga diatas yaitu 
sebanyak 2.318 keluarga pada kategori sejahtera III dan 1.127 keluarga 
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pada kategori pra sejahtera. Sedangkan pada kategori kelurga pra 
sejahtera kecematan sendana merupakan kecamatan dengan jumlah 
keluarga paling sedikit yaitu 82 keluarga. 
Tabel 4.10 Pentahapan Keluarga Sejahtera Menurut Kecamatan Di 





















147 440 173 760 1490 35 2285 
Sendana 82 240 97 419 1016 8 1443 
Wara 1156 1029 153 3768 2022 231 6021 
Wara Timur 1269 1127 1104 3500 2318 398 6216 
Mungkajang 291 376 70 737 718 16 1571 
Wara Utara 260 932 666 1858 1371 305 3534 
Bara 997 961 606 2564 2019 236 4819 
Telluwanua 721 965 281 1967 927 57 2951 
Wara Barat 660 777 144 1581 434 105 2120 
Jumlah 5583 6847 4724 17154 12315 1391 30860 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 
 
4.1.5. Potensi Sumber Daya Alam dan Hayati 
a. Tanaman Pangan 
Kota palopo dengan luas 24.752 Ha terdiri dari 2.690,00 Ha 
(10,870 persen) Lahan Sawah dan 22.062,00 Ha (89,13 persen) lahan 
Bukan sawah. Lahan Sawah di Kota Palopo pada tahun 2015 menurut 
jenis pengairannya terdiri dari 90,5 persen irigasi dan 9,5 persen tadah 
hujan. Sedangkan lahan bukan persawahan terdiri dari 60,24 persen 
bangunan dan pekarangan,6,65 persen tegal/kebun, 6,12 persen 
ladang/huma, 0,08 persen padang rumput, 5,53 persen lahan sementara 
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tidak diusahakan, 5,59 persen ditanami pohon/hutan rakyat, 9,10 persen 
perkebunan, dan 6,69 persen lainnya.  
Berikut disajikan luas lahan sawah dan bukan sawah menurut 
kecamatan. 
Tabel 4.11Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah Menurut Kecamatan 
Di Kota Palopo Tahun 2015 
 
Kecamatann Lahan Sawah Lahan Bukan 
Sawah 
Jumlah 
Wara Selatan 161 905 1066 
Sendana 284 3425 3709 
Wara 107 1043 1150 
Wara Timur - 1208 1208 
Mungkajang 61 5319 5380 
Wara Utara 6 1051 1057 
Bara - 2335 2335 
Telluwanua 1850 1584 3434 
Wara Barat 221 5192 5413 
Jumlah 2690 22062 24752 
Sumber : Hasil Olahan Sp Dinas Pertanian Kota Palopo 2015 
Terlihat bahwa kecamatan Telluwanua memiliki lahan sawah 
terbesar yaitu 1850 Ha dan ada dua kecamatan yang tidak memiliki 










Tabel 4.12 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis 
Pengairan Di Kota Palopo Tahun 2015 
 








Wara Selatan 150 - - 11 161 
Sendana 259 - - 25 284 
Wara 107 - - - 107 
Wara Timur - - - - 0 
Mungkajang 61 - - - 61 
Wara Utara - - - 6 6 
Bara - - - - 0 
Telluwanua 1661 - - 189 1850 
Wara  Barat 196 - - 25 221 
Jumalah 2434 - - 256 2690 
Sumber : Hasil Olahan Sp Dinas Pertanian Kota Palopo 2015 
Hanya ada dua jenis pengairan yang dilakukan di Kota Palopo yaitu 
irigasi dan tadah hujan. Dalam dua jenis pengairan tersebut kecamatan 
Telluwanua memiliki jumlah terbesar dalam menggunakan jenis pengairan 
tersebut. Sedangkan kecamatan Wara Utara hanya menggunakan jenis 







Tabel 4.13 Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma, Padang Rumput, 
Sementara Tidak Diusahakan, Di Tanami Hutan/Hutan Rakyat, 

































441 89 192 - 10 2 75 103 912 
Sendana 901 566 993 - - 306 602 57 3425 
Wara 1030 3 - - 3 - 6 1 1043 
Wara 
Timur 
1008 15 17 - 23 135 - 10 1208 
Mungkajan
g 
4158 105 9 - - 106 939 2 5319 
Wara 
Utara 
803 14 4 - 20 20 - 196 1057 
Bara 526 228 72 - 906 233 - 351 2324 
Telluwanu
a 
451 292 - - - 199 - 642 1584 
Wara 
Barat 
3984 156 65 - 260 233 388 115 5211 
Jumlah 13320 1468 1352 - 1303 1335 2010 1477 22084 
Sumber : Dinas Pertanian dan Pertenakan Kota Palopo 
 Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa Kecamatan Mungkajang 
memiliki lahan terluas dengan jumlah 5319 sedangkan Kecamatan Wara 







Tabel 4.14Luas Panen Dan Produksi Padi Menurut Kecamatan Di 
Kota Palopo Tahun 2015 
 
Kecamatan Padi Sawah Padi Ladang 
 Luas Panen Produksi Luas Panen Produksi 
Wara Selatan 285 1671 - - 
Sendana 485 2839 - - 
Wara 206 1180 - - 
Wara Timur - - - - 
Mungkajang 116 653 - - 
Wara Utara 12 60 - - 
Bara - - - - 
Telluwanua 3536 19642 - - 
Wara Barat 458 2585 - - 
Jumlah 5098 28631 - - 
Sumber : Dinas Pertanian dan Pertenakan Kota Palopo 
 Luas panen dan produksi padi menurut kecamatan di Kota Palopo 
pada tahun 2015 Kecamatan telluwanua memiliki luas panen tertinggi 
yakni 3536 sedangkan Kecamatan Wara Utara memiliki luas panen 
terendah dengan jumlah 12. 
Sub Sektor Tanaman bahan makanan terdiri dari tanaman padi, 
jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau dan kacang 
kedelai. Petani di Kota Palopo pada Tahun 2015 menanam tanaman padi, 
jagung, ubi kayu dan ubi jalar dimana total produksinya adalah 28,631 ton 





Tabel 4.15 Produksi Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, 
Ubi Kayu, Ubi Jalar Menurut Kecamatan Di Kota Palopo Tahun 2015 
 
Sumber : Dinas Pertanian dan Pertenakan Kota Palopo 
 Produksi jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi 
jalar menurut kecamatan di Kota Palopo pada tahun 2015. Kecamatan 
Telluwanua memiliki hasil produksi tertinggi dengan jumlah 3145 
sedangkan Kecamatan Wara Selatan memiliki hasil produksi terendah 

































4 29 -  - - - - 1 … - - 
Sendana 122 828 - - - - - - 1 … - - 
Wara 2 12 - - - - - - 1 … 1 13 
Wara 
Timur 
1 6 - - - - - - 1 … - - 
Mungkajan
g 
- - - - - - - - - … - - 
Wara 
Utara 
- - - - - - - - 2 … - - 
Bara 102 717 - - - - - - - … - - 
Telluwanu
a 
480 3145 - - - - - - 2 … - - 
Wara 
Barat 
- - - - - - - - 1 … - - 
Jumlah 713 4737 - - - - - - 8 … - - 
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b. Tanaman Hortikultura 
Produksi hortikultura adalah hasil menurut bentuk produk dari setiap 
tanaman sayuran, buah-buahan, biofarmaka dan tanaman hias yang 
diambil berdasarkan luas yang dipanen/tanamanyang menghasilkan pada 
bulan/triwulan laporan. Tabel berikut memperlihatkan jumlah produksi 
tanaman sayuran di Kota Palopo pada tahun 2015. 
Tabel 4.16 Produksi Tanaman Sayur-Sayuran Di Kota Palopo Tahun 
2015 
 
Sayur-Sayuran 2013 2014 2015 
Bawang Merah - - - 
Bawang Putih - - - 
Bawang Daun - - - 
Kentang - - - 
Kubis/Kol - - - 
Petsai/Sawi 51,60 94,4 79,0 
Wortel - - - 
Kacang Panjang 127,10 162,7 106,1 
Cabe 58,40 94,0 72,7 
Tomat 21,90 24,6 52,1 
Terong 105,70 83,1 697 
Buncis - - - 
Ketimun 21,40 40,3 47,1 
Kangkung 457,50 363,3 335,3 
Bayam 95,00 100,2 97,4 
Daun Singkong - - - 




Tabel 4.17Produksi Buah-Buahan Di Kota Palopo  
Pada Tahun 2013-2015 
 
Buah-Buahan 2013 2014 2015 
Alpukat 13,20 14,0 21,9 
Mangga 509,90 232,6 192,9 
Rambutan 694,80 1569,6 1683,6 
Langsat 5446,90 5856,8 5193,0 
Jeruk - - - 
Durian 5922,00 4836,8 5446,4 
Jambu - - - 
Sawo - - - 
Pepaya 93,30 68,3 122,4 
Pisang 370,30 461,0 370,4 
Nenas 2,40 1,9 1,7 
Salak 0,20 0,2 0,3 
Markisa - - - 
Semangka - - - 
Belimbing 1,70 1,5 1,1 
Sukun 13,30 6,4 21,7 
Sirsak 2,30 2,5 4,6 
Nangka 52,30 21,0 24,2 
Petai 1,00 - - 
Jambu Biji 4,00 4,7 5,5 
Jambu Air 29,60 35,8 31,1 
Sumber : Dinas Pertanian dan Pertenakan Kota Palopo 
c. Perkebunan 
Produksi tanaman perkebunan rakyat pada tahun 2015 mengalami 
fluktuasi pada beberapa komoditi, adapun beberapa komoditi yang 
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mengalami kenaikan adalah kopi arabika, cengkeh, kemiri, jambu mete, 
aren, dan pinang sedangkan komoditi yang lainnya mengalami 
penurunan. Penurunan hasil beberapa komoditi perkebunan di sebabkan 
oleh adanya peremajaan tanaman yang sudah tua. 
Tabel 4.18Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan Di 











Coklat Cengkeh Jambu 
Mete 
Kemiri Kapuk Vanili Lada Pala Aren Pinang Sagu 
Wara 
Selatan 
- 2,33 - - 7,90 0,79 - - - - - - - - 2,78 
Sendan - 1,07 0,32 - 158,22 2,57 - 0,06 - 0,63 0,74 - 0,29 - 1,82 
Wara - 1,94 - - 1,22 - - - - - - - - - 0,21 
Wara Timur - 0,24 - - - - - - - - - - - - - 
Mungkajang - 0,68 0,61 0,61 478,66 11,73 0,16 0,42 0,68 0,45 6,73 - 0,67 0,35 0,90 
Wara Utara - 0,96 - - 5,95 - - - - - - - - 0,12 - 
Bara - 2,08 - - 55,14 0,37 - - 0,01 - - - 0,03 0,20 0,79 
Telluwanua - 35,32 - - 453,41 22,92 - - - - 1,90 - 3,22 8,75 39,06 
Wara Barat - 11,20 65,92 - 385,98 43,39 1,83 - - 11,79 5,24 - 0,75 O,85 5,77 
Jumlah - 55,82 66,85 0,61 1546,48 81,77 1,99 0,48 0,69 14,87 14,61 - 4,96 10,27 51,33 
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo 
d. Peternakan 
Pada Tahun 2015 di Kota Palopo tercatat jumlah populasi ternak 
secara rata-rata mengalami kenaikan. Populasi sapi mengalami kenaikan 
2,45 persen atau dari 3.022 ekor menjadi 3.096 ekor pada tahun 2015, 
Kambing mengalami penurunan sebesar 3,12 persen atau dari 2.244 ekor 
kambing pada tahun 2014 menjadi 2.314 kambing pada tahun 2015, kuda 
sebanyak 2 ekor. Berikut babi mengalami kenaikan 0,64 persen atau dari 
2.173 ekor pada tahun 2014 menjadi 2.187 ekor pada tahun 2015 dan 
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terkhir kerbau mengalami kenaikan sebesar 0,40 persen atau bertambah 
2 ekor kerbau menjadi 498 ekor pada tahun 2015. 
Tabel 4.19 Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis 
Ternak (Ekor) Di Kota PalopoTahun 2015 
 
Kecamatan Kerbau Sapi Kuda Kambing Babi 
Wara 
Selatan 
42 98 0 182 0 
Sendana 25 223 0 289 0 
Wara 38 29 2 93 341 
Wara Timur 23 34 0 84 0 
Mungkajang 27 21 0 178 67 
Wara Utara 8 74 0 196 92 
Bara 41 592 0 314 196 
Telluwanua 263 1542 0 726 1048 
Wara Barat 31 483 0 252 443 
Jumlah 498 3022 2 2314 2187 
Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palopo 
Populasi ternak menurut Kecamatan dan Jenis Ternak (Ekor) di 
Kota Palopo pada tahun 2015. Kecematan Telluwanua memiliki populasi 
ternak terbayak sedangkan yang terendah yakni kecamatan Wara Utara. 
Tabel 4.20 Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas 











5603 0 95000 243 
Sendana 7789 3000 192000 1665 
Wara 2295 0 77500 32 
Wara Timur 4065 0 0 341 
Mungkajang 5980 0 125000 445 
Wara Utara 1988 0 0 496 
Bara 22384 0 230000 568 
Telluwanua 106957 0 936250 4997 
Wara Barat 8139 0 33000 1963 
Jumlah 165200 3000 1688750 10750 
Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palopo 
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Populasi unggasmenurut Kecamatan dan Jenis Ternak (Ekor) di 
Kota Palopo pada tahun 2015. Kecematan Telluwanua memiliki populasi 
ternak terbayak sedangkan yang terendah yakni kecamatan Wara. 
e. Perikanan 
Letak Kota Palopo yang berbatasan langsung dengan teluk bone 
memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian, salah satunya 
adalah sub sektor perikanan. Produksi budidaya perikanan didominasi 
oleh perikanan laut dengan jumlah produksi 12.685.50 ton, sedangkan 
perikanan darat 1.918 ton. Produksi perikanan darat terdiri dari produksi 
tambak bandeng sebayak 1.748 ton dan 170 ton produksi tambak udang, 
17409 ton produksi dikolam serta 85,00 ton untuk produksi di sawah 
(minapadi).  













1172,40 327,20 29,0 8,50 - - - 
Sendana - - - 10,15 - - - 
Wara - - - - - - - 
Wara Timur 6538,20 330,54 25,0 - - - - 
Mungkajang - - - 14,15 2,00 - - 
Wara Utara 2840,70 318,92 31,0 - - - - 
Bara 1773,60 388,24 45,0 7,80 - - - 
Telluwanua 360,70 383,10 40,0 60,00 38,00 - - 
Wara Barat - - - 73,49 45,00 - - 
Jumlah 12685,50 1748,00 170,0 174,09 85,00 - - 




4.1.6. Visi dan Misi Kota Palopo 
Kota Palopo sebelumnya berstatus kota administratif sejak 1986 dan 
bagian dari Kabupaten Luwu yang kemudian berubah menjadi kota pada 
ahun 2002 sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi 
Selatan. Kota Palopo kini dipimpin oleh Drs. H. Muhammad Judas Amir, 
M.H dan Akhmad Syarifuddin, S.E, M.Si (Walikota dan Wakil Walikota 
Palopo periode 2013-2018).  
Visi Pemerintah Kota Palopo 
“Terwujudnya Palopo sebagai kota pendidikan, jasa, niaga, 
dan agroindustri yang berwawasan agama, budaya dan 
lingkungan yang terkemuka di Indonesia”  
Dalam rumusan visi tersebut terdapat 3 pokok pikiran sebagai 
subtansi utama, yaitu antara lain sebagai berikut : 
1) Terwujudnya palopo, adalah pernyataan semangat, yakni 
semangat mewujudkan gagasan untuk mengantarkan kota 
Palopo pada kondisi yang lebih baik, semangat untuk 
mengangkat harkat dan martabat daerah agar dapat 
berkonstribusi lebih besar terhadap pencapaian tujuan 
pembangunan nasional pada semua aspek, sehingga dapat 




2) Kota palopo sebagai kota pendidikan, jasa, niaga, dan 
agroindustri  yang berawawasan aagama,budaya dan 
lingkungan, adalah pernyataan penggambaran mengenai 
keadaan yang akan dicapai pada tahun perencanaan 2018, 
pokok-pokok gambaran tersebut dideskripsikan sebagai berikut :  
- Kota Pendidikan, gambaran mengenai keadaan yang dicapai 
pada tahun 2018, dimana penyelenggaraan pendidikan pra 
sekolah, dasar,menengah,berlangsung sesuai standar 
nasional pendidikan (SNP), serta penyelenggaraan 
pendidikan tinggi menjadi salah satu tujuan pendidikan bagi 
masyarakat di wilayah regional Sulawesi. 
- Kota Jasa, gambaran mengenai keadaan yang dicapai pada 
tahun 2018, dimana penyelenggaraan pelayanan publik 
berlangsung sesuai dengan standar, norma, dan prosedur 
(SNP), dan pelayanan pada sektor swasta memenuhi 
standar mutu pelayanan, sehingga memperkuat citra kota 
Palopo sebagai kota jasa. 
- Kota Niaga, gambaran mengenai keadaan yang dicapai 
pada tahun 2018, dimana Kota Palopo menjadi sentra 
distribusi barang dan logistik untuk wilayah regional 
Sulawesi, dan aktifitas perniagaan berlangsung nyaman dan 
aman karena didukung oleh infrastruktur perniagaan yang 
tertata dan memenuhi standar.  
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- Kota Agroindustri, gambaran mengenai  keadaan yang akan 
dicapai pada tahun 2018, dimana sektor industri  khususnya 
yang berbasis rumah tangga tumbuh dan berkembang 
menjadi salah satu mata pencaharian utama masyarakat, di 
sisi lain produk-produk industri pangan berbahan lokal 
menjadi salah satu produk unggulan daerah, memiliki brand 
kuat, sehingga menjadi icon Kota Palopo.  
- Berwawasan Agama,  gambaran mengenai keadaan yang 
akan dicapai pada tahun 2018, dimana kesadaran 
masyarakat dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan 
beragama berlangsung dalam toleransi yang harmonis, 
terciptanya kesadaran masyarakat dalam bertoleransi intra 
dan inter umat beragama menjadi salah satu barometer 
toleransi kehidupan umat beragama di Indonesia.  
- Berwawasan Budaya,  Gambaran mengenai keadaan yang 
akan dicapai pada tahun 2018, dimana berlangsungnya 
interaksi dalam berbagai aspek dalam masyarakat yang 
beragam budaya berlangsung dalam  interrelasi  yang 
harmonis, berkembangnya keadaan  interrelasi yang 
harmonis menjadi salah satu barometer dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara di Indonesia.  
- Berwawasan Lingkungan, gambaran mengenai keadaan 
yang akan dicapai pada tahun 2018, dimana aktifitas 
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masyarakat pada semua aspek dilaksanakan dengan 
kesadaran untuk menjaga dan memeliharan keberlanjutan 
lingkungan hidup, sehingga kesadaran tersebut dapat 
mendorong terpenuhinya kriteria ketersediaan lingkungan 
hidup Kota Palopo.  
3) Terkemuka di Indonesia,  merupakan pernyataan komparasi 
terhadap keadaan yang dicapai dengan capaian daerah-daerah 
lainnya, terkemuka di Indonesia adalah komparasi  Kota Palopo 
yang mensejajarkannya dengan Kota yang telah maju dan 
berkembang dari aspek penyelenggaraan pendidikan, mutu 
pelayanan publik, sentra distribusi barang dan logistik regional, 
industri rumah tangga. Sedangkan dari  aspek berwawasan 
dimaknai sebagai komparasi Kota Palopo sebagai salah satu 
barometer di Indonesia dalam hal kerukunan umat beragama, 
interrelasi keragaman budaya, dan kesadaran terhadap 
keberlanjutan lingkungan hidup. 
Misi Pemerintah Kota Palopo 
1. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, efisien, 
efektif dan demokratis dengan mengedepankan supremasi 
hukum (M1). 
Untuk memperkuat citra Kota sebagai Kota Jasa, maka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan pada tata 
pemerintahan yang bersih, efisien, efektif dan demokratis. Upaya 
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yang dilakukan mencakup  peningkatan kualitas sistem 
perencanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan yang : 
terbuka, transparan, akuntabel, partisipatif, berkeadilan yang 
dibingkai oleh regulasi, penguatan kelembagaan dan 
peningkatan kapasitas aparatur. 
2. Mendorong pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan 
pelayanan masyarakat di berbagai sektor (M2). 
Salah satu ciri Kota Jasa adalah berkembang dan berkualitasnya 
pelayanan publik yang melibatkan berpartisifasi masyarakat 
dalam menjaga kualitas layanan. Untuk mencapai hal tersebut 
diperlukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan 
peningkatan pelayanan, melalui upaya-upaya peningkatan 
kualitas pemberdayaan masyarakat dan perbaikan pelayanan 
umum.  
3. Mendorong ketersediaan kebutuhan pokok manusia 
khususnya sandang, pangan bagi masyarakat Kota Palopo 
(M3). 
Pemenuhan ketersediaan kebutuhan pokok seperti kebutuhan 
pangan dan sandang, dilakukan melalui pengembangan  
agroindustri berbasis rumah tangga.  Upaya-upaya untuk 
pengembangan agroindustri berbasis rumah tangga antara lain 
mencakup Penyediaan kebutuhan pangan, Pengembangan 
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Tanaman Pangan; Hortikultura; Peternakan; Perkebunan; 
Perikanan; Kelautan dan pengembangan industri rumah tangga.  
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui 
jalur pendidikan formal dan non-formal (M4). 
Pendidikan adalah investasi yang menjadi salah satu kunci 
pokok dalam pembangunan manusia. Upaya untuk mewujudkan 
Palopo sebagai Kota Pendidikan dilakukan melalui peningkatan 
kualitas sumber daya manusia, upaya-upaya ini mencakup 
optimalisasi penyelenggaraan PAUD, memelihara akses 
pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan kualitas 
pendidikan dasar dan menengah, mendukung dan akselerasi 
pengembangan pendidikan  tinggi.  
5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara 
berkelanjutan (M5). 
Salah satu upaya penting yang dilakukan untuk mewujudkan 
Palopo sebagai Kota Jasa adalah mengembangkan pelayanan 
publik dalam bidang kesehatan, upaya-upaya yang dilakukan 
mencakup peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan 
dan perbaikan mutu pelayanan kesehatan   
6. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat secara 
efisien dengan  mendorong secara sungguh-sungguh 
simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya di bidang 
perkoperasian/syariah, industri rumah Tangga, UMKM, 
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Lembaga Keuangan dan Jasa, serta mengembangkan 
pariwisata dan budaya yang didukung oleh infrastruktur 
yang memadai (M6). 
Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan 
dilakukan untuk mendukung Kota Palopo menjadi Kota Niaga, 
upaya-upaya ini mencakup penguatan simpul kelembagaan 
koperasi, industri rumah tangga, UMKM, lembaga keuangan dan 
jasa yang bermuara pada distribusi  barang dan logistik; 
memperkuat daya tarik destinasi wisata; dan mendorong 
interrelasi keragaman budaya.   
7. Menjamin iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan 
yang mudah, cepat, dan efektif, serta kepastian berusaha 
dan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan (M7). 
Salah satu ciri kota jasa adalah berlangsungnya pelayanan yang 
mudah dan efektif yang dapat mendorong kondusifnya iklim 
berinvestasi. Dalam rangka menjamin berkembangnya iklim 
investasi yang kondusif, maka upaya-upaya yang dilakukan 
mencakup: Penguatan kualitas pelayanan untuk mendorong 
(kemudahan) investasi dan terciptanya lapangan kerja baru dan 
Peningkatan kompetensi tenaga kerja  
8. Penataan kota yang berwawasan lingkungan (M8). 
Untuk mewujudkan Palopo sebagai Kota berwawasan 
lingkungan melalui penataan kota yang berwawasan lingkungan, 
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maka dilakukan upaya-upaya :  Perencanaan, pemanfaatan dan 
pengendalian ruang; Pengembangan ruang terbuka hijau; ; 
penguatan fungsi kawasan; Penanggulangan bencana. 
9. Mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara di 
dalam otonomi daerah serta mendorong berkembangnya 
kehidupan beragama yang rukun guna mewujudkan 
ketertiban dan keamanan demi terciptanya kehidupan 
masyarakat yang harmonis (M9). 
Untuk mewujudkan Kota Palopo sebagai salah satu barometer  
nasional  dalam kehidupan beragama, maka upaya yang 
dilakukan adalah mengembangkan kesadaran berbangsa dan 
bernegara, upaya-upaya ini mencakup Penguatan kesadaran 
berbangsa; toleransi (kerukunan) beragama; menjaga ketertiban 
dan keamanan serta harmonisasi sosial.  
4.2. Program Kawasan Home Industri Unggulan (KHILAN) Kota 
Palopo 
Kawasan Home Industri Unggulan atau disingkat KHILAN 
merupakan salah satu program prioritas di Kota Palopo, dimana 
pemerintah daerah (Pemda) Kota Palopo bekerja sama dengan Lembaga 
Pengembangan Teknologi Tepat Guna Masyarakat Lokal Indonesia – 
LPTTG Malindo.Program ini dilaksanakan berdasarkan janji politik semasa  
kampanye pada pemilihan kepala daerah oleh Walikota dan Walikota 
terpilih yaitu Drs. H. Muhammad Judas Amir dan Akhmad Syarifuddin, 
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S.E, M.Si. dan kemudian tertuang dalam Visi-Misi Kota Palopo tahun 
2013-2018. 
Fokus yang ingi dicapai dalam program ini yaitu : 
1. Salah satu aplikasi Visi-isi Walikota dan Wakil Walikota Palopo 
2013-2018, fokus pemberdayaan ekonomi masyarakat kota. 
2. Meningkatkan kapasitas, komitmen : pengambil kebijakan, 
pelaksana kebijakan/penyusun program, pelaku/penerima 
manfaat kebijakan tentang 10 SOP Kawasan Industri unggulan 
(KHILAN) Kota Palopo. 
3. Penguatan sinergi program berkelanjutan antar SKPD Teknis 
tentang “Siapa Melakukan Apa” dalam aplikasi Visi Misi Walikota 
dan Wakil Walikota Palopo fokus pemberdayaan ekonomi 
masyarakat Kota. 
4. Terciptanya 5.000 orang pewirausaha baru home industri tahun 
2014 melalui Produk Unggulan Kota Palopo fokus olahan 
pangan kering dari bahan baku lokal ; rumput laut, ikan, biji 
nanakang, labu, dan pisang. 
Tujuan KHILAN Kota Palopo yaitu antara lain : 




2. Agar rakyat perajin terlatih PUD (Produk Unggulan Daerah) dari 
KHILAN Kota Palopo dapat bekerja dan berpendapatan diatas 
Rp. 280.000/hari/rumah tangga/sustainable. 
3. Snack to Palopo adalah salah satu icon/brand kota Palopo/ 
punya merek. 
4. Pendapatan asli daerah (PAD) dari pembagian hasil royalti Haki 
Pud pangan yang diperoleh pada tahun ke 3-5 UF Palopo 
permanen berpotensi. 
Mengapa program KHILAN dipilih dikarenakan anatara lain sebagai 
berikut  
1. Adanya Visi dan Misi Pemerintah Kota Palopo tentang 
pemberdayaan ekonomi masyarakat fokus pengentasan 
kemiskinan masyarakat kota dan statement Bapak Walikota dan 
Wakil Walikota Palopo 
2. Adanya bahan baku hasil pertanian/perikanan-
kelautan/perkebunan dari Palopo dan daerah penyangga. 
3. Adanya pasar yakni kira-kira 600 jenis makanan ringan di pasar 






Tabel. 4.22 Standar Operasional Prosedur (SOP) PUD 
No 10 Kebutuhan Kegiatan 
I Program berkelanjutan 
pelatihan skill dan 
kecerdasaan mind sett 
Rakyat Pelaku Home 
Industri PUD Pangan 




peternakan, 80% praktek 
dengan produk bernilai jual. 
2. Penguatan mind sett 
POKMAS UMKM perajin PUD 
Pangan sekali 3 bulan 
II Pengadaan alat kerja 
Rakyat Pengolahan dan 
alat/mesin Unit Finishing 
(UF) PUD Pangan 
1. Pemberian alat kerja kepada 
rakyat terlatih UMKM 
pengolah PUD Pangan 
2. Pengadaan alat/mesin Unit 
Finishing (UF) PUD Pangan 
III Pembagian modal kerja 
kepada Rakyat pengolah 
PUD Pangan setengah jadi 
1. Pemberian modal kerja 
kepada rakyat terlatih UMKM 
pengolah PUD pangan 
2. Pemberian modal kerja 
kepada pengelola Unit 
Finishing (UF) PUD Pangan 
IV Pengadaan gedung Unit 
Finishing (UF) PUD Pangan 
Pembangunan gedung Unit 
Finishing (UF) PUD pangan 
tempat memfinishing PUD 
setengah jadi Rakyat perajin, 3-5 
ton/hari/jenis 
V Penguatan kelembagaan 
Pokmas UMKM terlatih PUD 
pangan 
Fasilitas administrasi, dokumen, 
penguatan kelembagaan Pokmas 
UMKM PUD pangan oleh Pemda 
VI Pendampingan Pokmas 
UMKM PUD Pangan/ 
Rakyat terlatih 
(backstopping) 
Pendampingan kualita : 
manajemen, produk PUD pangan 
setengah jadi pada Pokmas 
UMKM PUD Pangan oleh 
pendamping terlatih PUD Pangan 
(backstopping) 
VII Pengadaan bahan baku 
yang cukup berkualitas 
berkelanjutan untuk 
Pengadaan bahan baku yang 
cukup/ berkualitas/ berkelnajutan 
untuk pengolaan PUD pangan 
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pengolaan PUD pangan dari hasil pertanian/ perikanan-
kelautan/ perkebunan/ 
peternakan 
VIII Pengadaan kemasan primer 
dan sekunder atas PUD 
pangan, lengkpa labeling 
1. Pengadaan kemasan primer 
dan sekunder yang 
mengantarkan produk PUD 
pangan layak pasar 
lokal/ekspor 
2. Pengurusan : merek, HaKI, 
SNI, POM, Halal 
IX Promosi produk PUD 
Pangan 
Dukungan promosi beberapa 
produk PUD Pangan yang layak 
paar/ekspor melalui media 
elektronik/ cetak/ pemasaran 
dalam dan luar negeri 
X Launching produk PUD 
pangan 
1. Launching produk /  
peresmian UF PUD pangan 
oleh Bapak Presiden RI / 
Menteri 
2. Penandatanganan MoU 
pemasaran PUD pangan oleh 
Gubernur, Bupat / Walikota 
dengan distributor dalam dan 
luar negeri. 
4.3. Pelaksanaan Program Kawasan Home Industri Unggulan 
(KHILAN) Kota Palopo 
Program KHILAN dilaksanakan pada awal masa pemerintahan Drs. 
H. Muhammad Judas Amir (JA) dan Akhmad Syarifuddin, S.E, M.Si (Ome) 
yaitu akhir tahun 2013. Sesuai dengan statemen atau janji yang telah 
diutarakan oleh JA dan Ome kepada masyarakat pada Pemilihan Umum 
Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2013 dan telah dituangkan dalam Visi-
Misi Kota Palopo 2013-2018 dan Rancangan Pembangunan Jangka 
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Menengah Daerah Tahun 2013-2018 Kota Palopo. Berdasarkan hal 
tersebut maka pemerintah kota Palopo mulai menyusun bagaimana 
pelaksanaan program KHILAN. 
Tahap awal dari KHILAN adalah menghimpun masyarakat 
berpenghasilan rendah atau tidak tetap dan ibu-ibu rumah tangga, pada 
tingkat Kelurahan, kemudian diverifikasi yang akan menjadi peserta 
KHILAN oleh Dinas Koperindag.Hasilnya, ada 200 orang yang dinyatakan 
layak untuk mengikuti program KHILAN. 200 Orang ini berasal dari dua 
Kecamatan yaitu, Kecamatan Wara Utara dan Wara, dengan masing-
masing 100orang/Kecamatan. Hal ini disampaikan oleh Silvia Inriani A. 
Achmad, SP Kepala Bidang Industri dan Pengembangan Dinas 
Perindustria Kota Palopo (Wawancara tanggal 14 Maret 2017) bahwa: 
“.....KHILAN itukan janji Walikota dan menjadi salah satu program 
Walikota, yaitu melatih ibu-ibu rumah tangga untuk bisa mandiri.” 
Kemudian disampaikan juga oleh Syaiful, Staf Dinas Perindustrian 
(Wawancara tanggal 27 Maret 2017) bahwa: 
“Program KHILAN itu pemberdayaan masyarakat. Dimana 
menciptakan wirausaha baru, dengan sasaran ibu-ibu maupun 
masyarakat yang belum mempunyai penghasilan tetap............Itu 
awalnya, dari beberapa Kelurahan, jadi Kelurahan yang mendata, 
kemudian dimasukkan ke Koperindag, lalu diverifikasi ulang layak 
tidak dikirim.... seperti itu.” 
 
Setelah menghimpun 200 orang masyarakat, ke 200 orang ini akan 
diberikan pelatihan selama 10 hari di Lembaga Pengembangan Teknologi 
Tepat Guna Masyarakat Lokal Indonesia (LPTTG-Malindo) Masamba, 
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Luwu Utara, berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Antara Dinas 
Koperindag dengan LPTTG-Malindo dan Nota Kesepakatan Bersama 
antara Pemerintah Kota Palopo dengan LPTTG-Malindo. Pelatihan yang 
diberikan berupa teori dan praktek tentang kewirausahaan dan cara 
membuat keripik/tortila dari berbagai jenis bahan olahan seperti, ikan, 
jagung, pisang, labu, dan rumput laut yang merupakan Produk Unggulan 
Daerah (PUD). Biaya pelatihan ditanggung oleh pemerintah Kota Palopo 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  
Pemberangkatan pelatihan terlaksana menjadi dua (2) gelombang. 
gelombang pertama yaitu dari Kecamatan Wara Utara sebanyak 100orang 
diberangkatkan pada bulan Oktober. Dan yang Kedua dari Kecamatan 
Wara sebanyak 100 orang diberangkatkan pada bulan November.33 
Setelah pelatihan selesai, maka masing-masing peserta kemudian 
membentuk kelompok. Dimana para peserta ini dapat memberdayakan 
para tetangga ataupun keluarga. Jumlah anggota kelompok minimal 5-10 
orang/kelompok. Ini juga menjadi syarat untuk menerima bantuan 
selanjutnya bagi para peserta, setelah mereka menerima bantuan berupa 
alat atau mesin penggilingan dari pemerintah. 
Menurut penuturan Silvia Inriani A. Achmad, SP Kepala Bidang 
Industri dan Pengembangan Dinas Perindustria Kota Palopo (Wawancara 
tanggal 14 Maret 2017) bahwa:  
                                                          
33
Nama-Nama peserta KHILAN terlampir. 
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“Kembalinya dari sana kebijakan Walikota, masyarakat  yang  telah 
mengikuti pelatihan dibantu dengan memberikan mesin penggilingan 
masing-masing perorangan. Setelah itu diharapkan ibu-ibu ini 
membentuk kelompok yang terdiri dari 5-10 orang/kelompok, jadi 
otomatis ibu-ibu ini memberdayakan tetangga-tetangganya atau 
paling tidak keluarganya. Mengapa demikian, karena ada aturan 
mengatakan bahwa untuk mendapatkan bantuan selanjutnya harus 
berbentuk kelompok. 
 
Bantuan yang diberikan oleh pemerintah sangat membantu bagi 
masyarakat karena ini menjadi langkah awal bagi mereka. Dalam 
wawancara dengan para kelompok KHILAN bahwa kendala yang dihadapi 
yaitu modal, alat, dan pemasaran. Hal ini disampaikan oleh Naomi (salah 
satu ketua Kelompok KHILAN Kec. Wara Barat) (Wawancara Tanggal 21 
Maret 2017) mengatakan bahwa : 
“....awalnya yah terkendala modal, alat, dan pemasaran.” 
Ini juga disampaikan oleh Hj. Halima (kelompok KHILAN Kec. Wara 
Selatan) (Wawancara Tanggal 21 Maret 2017) mengatakan bahwa : 
“.......kita tidak punya alat, tidak seperti yang lain....” 
Pada dasarnya pemeberdayaan dilakukan untuk memandirikan 
masyarakat agar tidak bergantung secara terus menerus kepada 
pemerintah. Hal inilah menjadi kendala besar yang dihadapi karena tidak 
mudah mengubah karakter masyarakat. Maka dari itu program 
pemeberdayaan seperti ini butuh proses yang panjang untuk mencapai 
tujuannya. Beberapa bantuan telah diberikan oleh pemerintah yang 
dibutuhkan dalam pemberdayaan ekonomi masyarkat yaitu antara lain 
sebagai berikut : 
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1. Bantuan Modal 
Bantuan modal disini yang diberikanoleh pemerintah bukanlah 
berupa uang tunai, namun memberikan kemudahan bagi para 
kelompok KHILAN untuk mendapatkan pinjaman modal dari pihak 
ke-tiga atau swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
lainnya. Dinas Koperindag juga telah memberikan bantuan 
dengan membantu para kelompok KHILAN untuk mendapatkan 
bantuan modal dari Bank Indonesia,. Hasilnya ada 7 kelompok 
KHILAN yang mendapatkan bantuan dari Bank Indonesia. Ini 
sesuai dengan waancara dengan Kepala Bidang Koperasi 
UMKM, bapak Assar, SE, M.Si(Wawancara tanggal 12 Juli 
2017)yang mengatakan bahwa: 
“...kita membantu masyarakat untuk mendapatkan bantuan 
modal....ada 7 kelompok KHILAN yang mendapatkan bantuan 
dari Bank Indonesia yaitu Dana CSR...” 
2. Sarana dan Prasarana 
Setelah pelatihan dan  membentuk kelompok, pemerintah 
kemudian memberikan bantuan mesin penggiling. Selain itu juga 
Pemerintah Kota Palopo mendirikan Perusahaan Daerah 
(Perusda) sebagai tindak lanjut dari program KHILAN. 
Perusahaan Daerah Kota Palopo ini didirikan berdasarkan 
Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2014 Tentang 
Pendirian Perusahaan Daerah Kota Palopo.Hal ini bertujuan untuk 
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mempertahankan keberlangsungan Kelompok KHILAN. Jadi, 
Kelompok KHILAN diberdayakan untuk menyediakan bahan 
setengah jadi atau tortila bagi Perusahaan Daerah. Yang 
kemudian diproduksi oleh Persuda menjadi Zaro Snack yang 
merupakan brand Kota Palopo.  









Dengan adanya Perusda diharapkan Kelompok KHILAN dapat 
terus berlangsung. Walaupun terkadang Perusda juga mengalami 
kendala tersendiri, yaitu overload bahan baku, hingga akhirnya 
menghentikan pengambilan bahan baku dari Kelompok KHILAN. 




“......Selama inikan pabrik ini yang mengambil hasil kerja 
mereka, tetapi terkadang pabrik ini mengalami overload 
bahan baku, jadi mereka menghentikan pengambilan 
bahan baku dari kelompok-kelompok tadi......” 
 
Adanya tujuan untuk menciptakan 5.000 wirausaha baru, ini kemudian 
dilaksanakan dengan cara memberikan pelatihan kepada masyarakat 
lainnya, dimana masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan di LPTTG-
Malindo menjadi pematerinya. Akhirnya didapatkan nama-nama kelompok 


















      Tabel 4.23 Daftar Nama Kelompok KHILAN 
No Nama Keterangan 
1 Hamira Kelompok 
2 Ode Tunggal 
3 Samsia Kelompok 
4 Sulvika Kelompok  
5 Hamsina Kelompok 
6 Rosmani Tunggal 
7 Hajeriah Kelompok 
8 Hajerah Tunggal 
9 Ramlah Kelompok 
10 Juhana Tunggal 
11 Suharni Kelompok 
12 Busnawan Kelompok 
13 Naomi Kelompok 
14 Pausiah Kelompok 
15 Ratnawati Kendek Kelompok 
16 Ratnawati Kelompok 
17 Bahria Kelompok 
18 Indasah Kelompok 
19 Suriani Kelompok 
20 Icce Kelompok 
21 Hendra Kelompok 
22 Arif Jamil Kelompok 
23 Helmi Kelompok 
24 Hj. Hasni Kelompok 
25 Gunawati Kelompok 
26 Yuhana Kelompok 
27 Nuraini Kelompok 
28 Hasna Kelompok 
29 Masnah Alwi Kelompok 
30 Serly Kelompok 
31 Suarsi Tunggal 
32 Sittiara Kelompok 
33 Ratna  Kelompok 
Sumber: Perusahaan Derah Kota Palopo 
4.4. Dampak Program Kawasan Home Industri Unggulan Kota 
Palopo Terhadap Ekonomi Masyarakat 
Adanya program KHILAN menjadi program pemberdayaan 
ekonomi masyarkat adalah dengan tujuan selain untuk menciptakan 
wirausaha baru adalah untuk menanggulangi kemiskinan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat merasa program 
KHILAN sangat bermanfaat. Manfaat dirasakan karena adanya 
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keterampilan baru dari pelatihan yang diberikan dan segi 
penghasilan. Seperti yang diutarakan oleh Naomi (Kelompok 
KHILAN) (Wawancara tanggal 21 Maret 2017) bahwa : 
“Yah bagus, dapat ilmu, dan selama bekerja seperti itu cukup 
membantu” 
 
Begitu juga dengan Ratnawati Kenddek (Kelompok KHILAN) 
(Wawancara Tanggal 27 Maret 2017) bahwa : 
“Bagus dapat ilmu, ada penghasilan” 
Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Nurbaya N (Kelompok 
KHILAN) (Wawancara taggal 27 Maret 2017) bahwa : 
“Bagus..... kita dapat ilmu..... ini juga membantu kebutuhan sehari-
hari” 
Secara khusus untuk para pelaku atau Kelompok KHILAN yang aktif 
hingga saat ini, program ini  sangat membantu untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. Dimana dari hasil wawancara pada salah satu 
kelompok bahwa penghasilan bersih yang biasa didapatkan kurang lebih 
Rp. 2.000.000/bulan/orang. Tergantung dari seberapa banyak hasil 
produksinya. 
Secara umum kemiskinan di Kota Palopo sendiri sejak adanya program 
KHILAN yaitu tahun 2013-2015 mengalami penurunan, namun pada tahun 




Tabel. 4.24 Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Di Kota 
Palopo Tahun 2013-2016 
      Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 
Dari tahun 2013-2015 angka kemiskinan Kota Palopo mengalami 
penunrunan walaupu tidak secara signifikan. Namun pada tahun 2016 
angka kemiskinan Kota Palopo meningkat. Sedangkan dari garis 
kemiskinan Kota Palopo setiap tahunnya mengalami peningkatan, ini 
sejalan dengan jumlah penduduk Kota Palopo yang juga meningka setiap 
tahunnya. 
Kemudian salah satu cara untuk melihat dampat ekonomi yaitu dari 
Produk Domestik  Regional Bruto (PDRB). Dapat dilihat bahwa setiap 
tahunnya PDRB Kota Palopo mengalami peningkatan itu berarti 
perekonomian di Kota Palopo membaik setiap tahunnya. Karena ini juga 













2013 160 819 15 479 9,57 224 562 
2014 164 903 14 590 8,80 228 881 
2015 168 894 14 510 8, 58 246 727 
2016 172 916 15 020 8,74 261 056 
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Tabel. 4.25 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Angka 
Perkapita Kota Palopo Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 
2014-2016 
No Uraian 2014 2015 2016 
1 PDRB atas dasar 
harga pasar (juta 
Rp) 
4 748 586, 46 5 351 084, 05 5 910 787, 94 
2 Penduduk (jiwa) 164 903 168 894 172 916 
3 Angka Perkapita 
PDRB Perkapita 
(juta Rupiah) 
28, 8 31,7 34,2 
      Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 
Secara khusus untuk melihat dampak ekonomi prgram KHILAN terhadap 
masyarakat di empat Kecamatan yaitu Kecamatan Wara Utara, Wara, 
Wara Selatan dan Wara Barat, hal ini dapat dilihat melalui pentahapan 
keluarga sehahtera keempat kecematan tersebut yaitu sebagai berikut : 
Tabel 4.26 Pentahapan Keluarga Sejahtera Kecamatan Wara Utara 



















2013 260 932 666 1371 305 3534 
2014 260 932 666 1371 305 3534 
2015 260 932 666 1371 305 3534 
2016 268 548 1608 - - 2424 







Tabel 4.27 Pentahapan Keluarga Sejahtera Kecamatan Wara Kota 



















2013 1156 1029 1583 2022 231 6021 
2014 1156 1029 1583 2022 231 6021 
2015 1156 1029 1583 2022 231 6021 
2016 208 543 2061 - - 2812 
Sumber : Badan Pusat Statistik 
Tabel 4.28 Pentahapan Keluarga Sejahtera Kecamatan Wara Selatan 



















2013 147 440 173 1490 35 2285 
2014 147 440 173 1490 35 2285 
2015 147 440 173 1490 35 2285 
2016 421 1381 4541 - - 6434 
Sumber : Badan Pusat Statistik 
Tabel 4.29 Pentahapan Keluarga Sejahtera Kecamatan Wara 



















2013 660 777 144 434 105 2120 
2014 60 777 144 434 105 2120 
2015 660 777 144 434 105 2120 
2016 693 1146 3981 - - 5820 
Sumber : Badan Pusat Statistik 
Dari data di atas diketahui bahwa dari keempat kecamatan tiga 
diantaranya mengalami peningkatan pada kategori keluarga pra-sejahtera 
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pada tahun 2016 yang berarti tingkat kemiskinan pada 3 Kecamatan 
tersebut meningkat, yaiyu Kecamatan Wara Utara, Wara Selatan dan 
Wara Barat. Dimana dalam peningkatan keluarga pra-sejahtera yang 
signifikan yaitu Kecamatan Wara Selatan. Sedangkan untuk Kecamatan 
Wara tingkat keluarga pra-sejahteranya menurun juga secara signifikan, 
dari 1156 menjadi 208 keluarga.  
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan dan produksi 
masyarakat (Kelompok KHILAN)  antara lain : 
1. Modal 
Kendala awal yang dihadapi masyarakat untuk memulai usaha 
adalah modal. Dari pemerintah Kota Palopo sendiri telah 
memberikan pelatihan kepada masyarakat yang dibiayai oleh 
pemerintah. Kemudian pemerintah tidak memberikan bantuan 
modal secara langsung dalam bentuk uang tunai kepada 
maysarakat namun hanya berupa kemudahan dalam hal 
peminjaman modal kepada pihak swasta ataupun Bank atau 
Lembaga milik Negara lainnya. Seperti yang dipaparkan 
sebelumnya bahwa Dinas Koperindag telah membantu masyarakat 
untuk mendapatkan dana dari Bank Indonesia, hasilnya ada 7 





2. Bahan Baku 
Ketersediaan bahan baku tidak menjadi kendala bagi masyarakat, 
karena bahan baku yang digunakan merupakan hasil dari l 
pertanian/kelautan-perikanan/perkebunan dalam daerah juga bisa 
didapatkan dari daerah penyangga seperti Luwu Utara dan Luwu 
Timur. Seperti diketahui perekonomian Kota Palopo masih 
ditunjang dari sektor pertanian. Namun ini juga menjadi kendala 
dikarenakan harga dan kualitas bahan baku yang tidak..  






            
 
                   Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 
  
 Dapat dilihat bahwa dari tahun 2013-2015 produksi jagung dan 
rumput laut di Kota Palopo mengalami fluktuasi. Dimana 
produksi jagung terbanyak yaitu pada tahun 2014 5 575 ton, 
sedangkan untuk rumput laut yaitu tahun 2013 348 750,00 ton. 
3. Pemasaran 
Dengan adanya Perusda masyarakat lebih terbantu, karena mereka 
sudah tahu akan ada yang membeli hasil produksinya. Namun yang 
menjadi kendala apabila Perusda mengalami overload maka 





1 100,00 1 161 713 
Produksi 
(Ton) 
5 575 5 855 4 737 
Rumput Laut 348 750,00 115 529,70 116 159,10 
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Perusda memberhentikan pengambilan kepada mereka. Hasilnya 
para kelompok KHILAN juga berhenti produksi. Padahal sudah 
dihimbau sebelumnya bahwa mereka dapat memasarkan sendiri 
hasil produksinya. Namun masyarakat dalam memasarkan sendiri 
terkendala dalam kemasan, karena tidak ada kemasan yang 
memadai, dan kurang menarik jika menggunakan kemasan plastik 
polos. 
Yang lain yang menjadi faktor yaitu waktu yang digunakan untuk 
memproduksi. Butuh waktu yang lama membuat bahan baku menjadi 
bahan setengah jadi/tortila. Ini diungkapkan oleh Hj. Halina (Kelompok 
KHILAN) (Wawancara tanggal 28 Maret 2017) bahwa : 
"kendalanya  itu saat memproduksi, kita tidak punya alat…. Kita 
kerjakan itu secara manual…Belum lagi prosesnya lama 
sedangkan ada pekerjaan lain.” 
Dan juga oleh Nirmala (Kelompok KHILAN) (Wawancara tanggal 28 Maret 
2017) bahwa : 
“saat produksi, karena dikerjakan manual jadi capek”. 
Selain itu, pada saat membuat bahan setengah jadi juga bergantung pada 
alam atau cuaca, dimana proses pengeringan atau penjemuran dilakukan 
bila matahari cukup terik, jadi jika cuaca mendung maka penjemuran tidak 
dilakukan. Maka dari itu faktor cuaca juga mempengaruhi produksi bahan 







 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara 
mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumen/arsip 
tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program KHILAN 
Kota Palopo, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui 
program Kawasan Home Industri Unggulan (KHILAN) Kota 
Palopo dilaksanakan berdasarkan 10 SOP PUD, dimana 
dimulai dengan menghimpun masyarakat dengan 
penghasilan rendah/tidak tetap/ibu rumah tangga, lalu 
diberikan pelatihan. Setelah itu diberikan bantuan berupa 
alat atau mesin penggiling, dan akhirnya diberdayakan oleh 
Perusda sebagai penyedia bahan baku setengah jadi atau 
biasa disebut tortila. 
2. Dampak program KHILAN bagi perekonomian masyarakat 
khususnya Kelompok KHILAN sangat membantu untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun secara umum di 
Kota Palopo dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan angka 
kemiskinan, tetapi juga terjadi peningkatan pada PDRB Kota 





1. Membangun tempat pemasaran bagi para kelompok KHILAN 
atau wirausaha lainnya, seperti membangun pusat ole-ole 
khas Kota Palopo. 
2. Tetap memantau bagaimana keberlangusngan program 
KHILAN dan menumbuhkan rasa percaya diri kepada 
masyarakat yang ingin berwirausaha. 
3. Membuat aturan hukum khusus untuk program KHILAN, 
agar menjamin secara hukum keberlangusngan program 
tersebut. 
4. Mengembangkan keterampilan masyarakat dengan 
memberikan pelatihan yang memanfaatkan produk unggulan 
daerah lainnya. 
5. Memanfaatkan lahan yang ada di Kota Palopo untuk 
meningkatkan produksi bahan baku, seperti jagung, ubi 
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